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BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSIKALIMANTAN TIMUR

PERATURANBUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 27 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA BADAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATlKUTAI TlMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai

Timur;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...
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3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATAKERJA BADANDAERAH KABUPATENKUTAlTlMUR.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana unsur

Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom

Kabupaten.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai OPD adalah

unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

5. Badan adalah unsur penunjang otonomi daerah di Kabupaten

Kutai Timur.

6. Uraian tugas dan fungsi adalah tugas dari setiap unsur atau

unit kerja yang berada dalam satuan organisasi yang

merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal2

(1) Badan Daerah merupakan unsur Penunjang urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin

oleh Kepala Badan Daerahyang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BABIII

PERANGKATBADANDAERAH

Pasal3

Susunan Perangkat Daerah khususnya Badan Daerah, terdiri dari:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Badan Penelitian dan Pengembangan;

c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan;

d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan

e. Badan Pendapatan Daerah.

BAB IV ...



-4-

BABIV

BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal4

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kutai Timur, terdiri dari:

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan Program;

2. Sub BagianUmum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pembangunan SDM, Pemerintahan dan Aparatur, terdiri

dari:

1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;

2. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Mental dan

Spiritual;dan

3. Sub Bidang Pemerintahan & Aparatur.

d. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,

terdiri dari:

1. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;

2. Sub Bidang Perekonomian dan Pariwisata; dan

3. Sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup.

e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;

2. Sub Bidang Prasarana Wilayah, Perumahan dan Pemukiman;

dan

3. Sub Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi dan

Statistik;

f. Bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan, terdiri dari:

1. Sub ...
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Pasal15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku;
b. Pelaksanaan urusan administrasi kerumahtanggaan

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku;

c. Pelaksanaan urusan administrasi barang milik daerah

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku;

d. Pelaksanaan urusan administrasi danKehumasan

keprotokolan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku;

e. Pelaksanaan urusan administrasi kearsipan dan perpustakaan

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku.

Pasa! 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, rnempunyai Uraian Tugas

sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, program dan

kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

b. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan

pengelolaan administrasi barang eli lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, termasuk

peng~lo1aan data kepegawaian, bahan mutasi serta kenaikan

pangkat;

d. menyelenggarakan urusan perlengkapan dan urusan

kerumahtanggaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

e. Melaksanakan ...
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e. melaksanakan administrasi surat-menyurat, tata laksana, dan

naskah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

f. menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian,

ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan

kehumasan;

g. mempersiapkan dan mengelola bahan pelaksanaan tata

naskah, kearsipan, surat menyurat, dan perpustakaan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah;

h. mempersiapkan bahan pelaksanaan kehumasan, protokol, dan

perjalanan dinas;

1. mengusulkan dan memproses pegawai untuk mengikuti diklat

penjenjangan dan fungsional, kursus-kursus, maupun ujian

dinas pegawai;

J. mempersiapkan bahan koordinasi penerimaan tamu,

keprotokolan, dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

k. mernberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait

dengan bidang tugasnya;

1. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

jabatan;

m. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan

penilaian terhadap kinerja bawahan.

Pasa118

Pasal17

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat

(4) huruf c, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan

melaksanakan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan urusan
keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;

b. Pengelolaan ...
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b. pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

c. penyiapan administrasi pertanggung jawaban serta laporan

keuangan;dan

d. pelaksanaan perivikasi keuangan secara berkala.

Sub Bagian Keuangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penatausahaan akuntansi dan administrasi

keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. melaksanakan pengelolaan keuangan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

c. menyiapkan bahan untuk koordinasi pada Bagian Keuangan

Sekretariat Daerah Kabupaten;

d. membuat laporan keuangan secara berkala, pembukuan,

perhitungan anggaran dan verifikasi laporan keuangan serta

perbendaharaan;

e. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban

keuangan;

f. menyiapkan rencana anggaran Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

g. menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka

pemeriksaan keuangan;

h. menyelenggarakan perbendaharaan keuangan, pembukuan

keuangan, verifikasi, dan perhitungan anggaran keuangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

1. melaksanakan urusan pembayaran gaji pegawai, pembayaran

belanja barang, belanja pemeliharaan, dan pembayaran biaya

perjalanan dinas;

J. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
jabatan.

Pasal20 ...
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Pasal20

Dalam menyelenggarakan tupoksinya kepala Sub Bagian

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh

beberapa orang pegawai non strutkural dan atau pejabat

fungsional, yang merupakan unsur pelaksana operasional

pelayanan administratif Sekretariat Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah. Pegawai non struktural dan pejabat

fungsional sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tupoksinya

berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Sub Bagian masing-masing.

Paragraf 3

Bidang Pembangunan SDM, Pemerintahan dan Aparatur

(1) Bidang Pembangunan SDM, Pemerintahan dan Aparatur

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan,

pengendalian teknis bidang Pembangunan SDM, Pemerintahan

& Aparatur.

(2) Bidang Pembangunan SDM, Pemerintahan dan Aparatur

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan

bertanggungjawab langsung pada Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

(3) Bidang Pembangunan SDM, Pemerintahan dan Aparatur

membawahkan Sub Bidang yang dipimpin oleh Kepala Sub

Bidang dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.

(4) Sub Bidang Sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:

a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;

b. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Mental dan Spiritual;

c. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

Pasal22 ...
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Pasal22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (1), Bidang Pembangunan SDM, Pemerintahan dan Aparatur

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang

Pembangunan SDM, Pemerintahan & Aparatur;

b. perumusan kebijakan dalam bidang Pembangunan SDM,

Pemerintahan & Aparatur;

c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Pembangunan

SDM, Pemerintahan & Aparatur;

d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan

pengaturan teknis dalam bidang Pembangunan SDM,

Pemerintahan & Aparatur.

Pasa123

Bidang Pembangunan SDM, Pemerintahan dan Aparatur,

mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan bidang

pembangunan SDM, Pemerintahan & Aparatur;

b. menyusun kajian/ studi bidang pembangunan

Pemerintahan & Aparatur;

c. menginventarisir permasalahan di bidang pembangunan SDM,

SDM,

Pemerintahan & Aparatur;

d. merumuskan bahan koordinasi penyusunan rancangan RKPD

dengan menggunakan Renja SKPD bidang pembangunan SDM,

Pemerintahan & Aparatur;

e. menyusun bahan monitoring penyusunan Organisasi

Perangkat Daerah bidang pembangunan SDM, Pemerintahan &

Aparatur;

f. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, araban,

dan penilaian kinerja bawaban;

g. Memberikan ...



-17-

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait

dengan bidang tugasnya; dan

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal24

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 Ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melakukan

pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24, Sub Bidang Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan program kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial;

b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Bidang

Kesejahteraan Sosial; dan

c. penyiapan bahan kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasa126

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai Uraian Tugas sebagai

berikut:

a. menyusun rencana kerja dan program Sub Bidang

Kesejahteraan Sosial;

b. membuat konsep teknis perencanaan tentang urusan

kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil, dan pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. melaksanakan program kegiatan kesejahteraan sosial;

d. menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan kegiatan

kesejahteraan sosial;

e. Mengumpulkan ...
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Kesejahteraan Sosial;

f. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait

dengan bidang tugasnya;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal27

Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Mental dan Spiritual

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (4) huruf b,

mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan

pembinaan teknis kegiatan sub. Bidang Pendidikan, Kebudayaan,

Mental & Spiritual.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27, Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Mental dan Spiritual

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan program kegiatan

Kebudayaan, Mental & Spiritual;

Bidang Pendidikan,

b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Bidang

Pendidikan, Kebudayaan, Mental & Spiritual.

Pasal29

Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Mental dan Spiritual

mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja dan program Bidang Pendidikan,

Kebudayaan, Mental & Spiritual;

b. Membuat ...
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b. membuat konsep teknis perencanaan tentang urusan

pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan

perpustakaan;

c. melaksanakan program kegiatan pendidikan, kebudayaan,

mental dan spiritual;

d. menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan kegiatan

pendidikan, kebudayaan, mental dan spiritual;

e. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait

dengan bidang tugasnya;

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal30

Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 Ayat (4) huruf c, mempunyai tugas Melakukan

pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan

sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

Pasal31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30, Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemerintahan dan

Aparatur;

b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Bidang

Pemerintahan dan Aparatur.

Pasal32

Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai Uraian Tugas

sebagai beriku t:

a. Menyusun ...



a. menyusun rene ana kerja dan program Su b Bidang

Pemerintahan dan Aparatur;

b. membuat konsep teknis pereneanaan tentang urusan tenaga

kerja dan transmigrasi, sekretariat daerah, sekretariat dewan,

ketenagakerjaan dan transmigrasi, kepegawaian dan diklat;

c. melaksanakan program kegiatan pemerintahan dan aparatur;

d. menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan kegiatan

pemerintahan dan aparatur;

e. mengumpulkan permasalahan-permasalahan bidang
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pemerintahan dan aparatur;

f. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait

dengan bidang tugasnya;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pasal33

(1) Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidupmempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan,

pengendalian teknis bidang Ekonorni, Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup.

(2) Bidang Ekonorni, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung pad a Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

(3) Bidang ...
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(3) Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

membawahkan Sub Bidang yang dipimpin oleh Kepala Sub

Bidang dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.

(4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;

b. sub Bidang Perekonomian dan Pariwisata;

c. sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (1), Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang

Ekonomi, Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup;

b. perumusan kebijakan dalam bidang Ekonomi, Sumber Daya

Alam & Lingkungan Hidup;

c. pelaksanaan Koordinasi kegiatan dalam bidang Ekonomi,

Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup;

d. perumusan bah an pernbinaan, bimbingan,pengendalian dan

pengaturan bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi.

e. perumusan bahan pernbinaan, bimbingan,pengendalian dan

pengaturan bidang Perekonomian dan Pariwisata;

f. perumusan bahan pembinaan, bimbingan,pengendalian dan

pengaturan bidang Pertanian, Sumber Daya Alam &

Lingkungan Hidup.

Pasal 35

Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan bidang

Ekonomi, Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup;

b. Menyusun ...
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b. menyusun kajiarr/ studi Ekonomi, Sumber Daya Alam &

Lingkungan Hidup;

c. menginventarisir permasalahan di bidang Ekonomi, Sumber

Daya Alam & Lingkungan Hidup;

d. merumuskan bahan koordinasi penyusunan rancangan RKPD

dengan menggunakan Renja SKPD bidang Ekonomi, Sumber

Daya Alam & Lingkungan Hidup;

e. menyusun bahan monitoring penyusunan Organisasi

Perangkat Daerah bidang bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam

& Lingkungan Hidup;

f. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait

dengan bidang tugasnya;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasa136

Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (4) huruf a, mempunyai tugas

melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis

kegiatan sub. Bidang Perdagangan, Peridustrian & Koperasi.

Pasa137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36, Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan program kegiatan Bidang Perdagangan,

perindustrian & Koperasi;

b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Bidang

Perdagangan, perindustrian & Koperasi;

Pasa138 ...



Pasal38
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Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi mempunyai

Uraian Tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan bidang

Perdagangan, perindustrian & Koperasi;

b. membuat konsep teknis perencanaan tentang urusan koperasi,

usaha kecil dan menengah, dan perindustrian dan

perdagangan;

c. melaksanakan program kegiatan perdagangan, perindustrian

dan koperasi;

d. Menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan kegiatan

perdagangan, perindustrian dan koperasi;

e. mengumpulkan permasalahan-permasalahan

Perdagangan, perindustrian & Koperasi;

f. melakukan pembagian tugas, pernbinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

Bidang

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait

dengan bidang tugasnya;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal39

Sub Bidang Perekonomian dan Pariwisata sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 Ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melakukan

pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan

su b Perekonomian dan Pariwisata.

Pasal40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

39, Sub Bidang Perekonomian dan Pariwisata menyelenggarakan

fungsi:

a. Pelaksanaan ...



Sub Bidang Perekonomian dan Pariwisata mempunyai Uraian

Tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan bidang

Perekonomian dan Pariwisata;

b. membuat konsep teknis perencanaan tentang urusan

keuangan dan aset daerah, penanaman modal, pariwisata dan

pengelolaan pajak;

c. melaksanakan program kegiatan perekonomian dan

-24-

a. pelaksanaan program kegiatan Bidang Perekonomian dan

Pariwisata;

b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Bidang

Perekonomian dan Pariwisata.

Pasal41

pariwisata;

d. menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan kegiatan

perekonomian dan pariwisata;

e. mengumpulkan permasalahan-permasalahan Bidang
Perekonomian dan Pariwisata;

f. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait

dengan bidang tugasnya;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasa142

Sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (4) huruf c,

mempunyai tugas melakukan pengurnpulan, penyiapan bahan dan

pembinaan teknis kegiatan sub. Pertanian, Sumber Daya Alam &

Lingkungan Hidup.

Pasal43 ...



Paragraf 5 ...
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Pasal43

Dalam melaksanakan tugassebagaimana climaksud dalam Pasal42,

Sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidupmenyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan program kegiatan Bidang Pertanian, Sumber

Daya Alam & Lingkungan Hidup.

b. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Bidang

Pertanian, Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup.

Pasal44

Sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alamdan Lingkungan Hidup

mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan bidang

Perekonomian dan Pariwisata;

b. membuat konsep teknis perencanaan tentang urusan

pertanian, pangan, perkebunan, kelautan dan lingkungan

hidup;

c. melaksanakan program kegiatan pertanian, sumber daya alam

dan lingkungan hidup;

d. menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan kegiatan

pertanian, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

e. mengumpulkan permasalahan-permasalahan Bidang rencana

kerja, program, dan kegiatan bidang Perekonomian dan

Pariwisata;

f. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait
dengan bidang tugasnya;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Paragraf 5

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Pasal45

(1) Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis

bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

(2) Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung pada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.

(3) Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah membawahkan

Sub Bidang yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan

bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.

(4) Sub Bidang sebagairnana dimaksud terdiri atas:

a. sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;

b. sub Bidang Prasarana Wilayah, Perumahan dan

Pemukiman;

c. sub Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi dan

Statistik.

Pasal46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

Ayat (1), Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang

prasarana dan pengembangan wilayah.

b. perumusan kebijakan dalarn bidang prasarana dan

pengembangan wilayah;

c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang prasarana dan

pengembangan wilayah;

d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan

pengaturan teknis dalarn bidang Prasarana dan Pengembangan
Wilayah.

Pasal47 ...
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Pasal47

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai Uraian

Tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan bidang

prasarana dan pengembangan wilayah;

b. menyusun kajiarr/ studi bidang prasarana dan pengembangan

wilayah;

c. menginventarisir permasalahan di bidang prasarana dan

pengembangan wilayah;

d. merumuskan bahan koordinasi penyusunan rancangan rkpd

dengan menggunakan renja skpd bidang prasarana dan

pengembangan wilayah;

e. menyusun bahan monitoring penyusunan organisasi

perangkat daerah bidang prasarana dan pengembangan

wilayah;

f. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait

dengan bidang tugasnya;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal48

Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (4) huruf a, mempunyai tugas

melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis

kegiatan sub Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

Pasal49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

48, Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan ...
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-28-

a. pelaksanaan program kegiatan Pengembangan Wilayah dan

Tata Ruang;
b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan

Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;

c. penyiapan bahan kegiatan Pengembangan Wilayah dan Tata

Ruang.

Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mempunyai

Uraian Tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja dan program Sub Bidang

pengembangan wilayah dan tata ruang;

b. membuat konsep teknis perencanaan tentang urusan

pertanahan penataan ruang dan pekerjaan umum;

c. melaksanakan program kegiatan pengembangan wilayah dan

tata ruang;

d. menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan kegiatan

pengembangan wilayah dan tata ruang;

e. mengumpulkan permasalahan-permasalahan

Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;

f. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

Bidang

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait

dengan bidang tugasnya;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal51

Sub Bidang Prasarana Wilayah, Perumahan dan Pemukiman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (4) huruf b,

mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan

pembinaan teknis kegiatan sub. Bidang Prasarana Wilayah,

Perumahan dan Pemukiman.

Pasal 52 ...
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Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51, Sub Bidang Prasarana Wilayah, Perumahan dan Pemukiman

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan program kegiatan Prasarana Wilayah, Perumahan

dan Pemukiman;

b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan

Prasarana Wilayah, Perumahan dan Pemukiman;

c. penyiapan bahan kegiatan Prasarana Wilayah, Perumahan dan

Pemukiman.

Pasa153

Sub Bidang Prasarana Wilayah, Perumahan dan Pemukiman

mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. perencanaan ten tang urusan perumahan dan permukiman,

pemadam kebakaran;

b. melaksanakan program kegiatan prasarana wilayah,

perumahan dan permukiman;

c. menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan kegiatan

prasarana wilayah, perumahan dan permukiman;

d. mengumpulkan bahan untuk perencanaan program

pembangunan bidang Prasarana Wilayah, Perumahan dan

Pemukiman;

e. mengumpulkan permasalahan-permasalahan

Prasarana Wilayah, Perumahan dan Pemukiman;

f. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait

Bidang

dengan bidang tugasnya;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasa154 ...
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Sub Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi dan Statistik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (4) huruf c,

mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan

pernbinaan teknis kegiatan sub Bidang Prasarana Wilayah,

Perumahan dan Pemukiman.

Pasal55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

54, Sub Bidarig Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi dan

Statistik menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan program kegiatan Perhubungan, Telekomunikasi,

Informasi dan Statistik;

b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan

Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi dan Statistik;

c. penyiapan bahan kegiatan Perhubungan, Telekomunikasi,

Informasi dan Statistik.

Pasal 56

Sub Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi dan Statistik

mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja dan program Sub Bidang

Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi dan Statistik;

b. membuat konsep teknis perencanaan tentang urusan

perhubungan, komunikasi, telekomunikasi dan informasi;

c. melaksanakan program kegiatan perhubungan,

telekomunikasi, informasi dan statistik;

d. menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan kegiatan

perhubungan, telekomunikasi, informasi dan statistik;

e. mengumpulkan permasalahan-permasalahan

Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi dan Statistik;

f. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

Bidang

dan penilaian kinerja bawahan;

g. Memberikan ...
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g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait

dengan bidang tugasnya;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf6

Bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan

Pasal57

(1) Bidang Pengkaj ian , Pengendalian dan Pelaporan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis

bidang Pengkajian, Pengendalian & Pelaporan.

(2) Bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporandipimpin oleh

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung pada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.

(3) Bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan

membawahkan Sub Bidangyang dipimpin oleh Kepala Sub

Bidangdan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.

(4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah;

b. Sub Bidang Pendataan dan Pengendalian Pembangunan

Daerah;

c. Sub Bidang Pelaporan Pembangunan Daerah.

Pasal58

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57

ayat (1), Bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan perencanaan program

di Pengkajian, Pengendalian & Pelaporan;

kegiatan

b. Perumusan ...
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b. perumusan kebijakan dalam bidang Pengkajian, Pengendalian

& Pelaporan;

c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Pengkajian,

Pengendalian & Pelaporan;

d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan

pengaturan teknis dalam bidang Pengkajian, Pengendalian &

Pelaporan.

Pasal59

Bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai Uraian

Tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan bidang

Pengkajian, Pengendalian & Pelaporan;

b. menyusun kajian/ studi Pengkaj ian , Pengendalian & Pelaporan;

c. menginventarisir permasalahan di bidang Pengkajian,

Pengendalian & Pelaporan;

d. merumuskan bahan koordinasi penyusunan rancangan RKPD

dengan menggunakan Renja SKPD bidang Pengkajian,

Pengendalian & Pelaporan;

e. menyusun bahan monitoring penyusunan Organisasi

Perangkat Daerah bidang Pengkaj ian , Pengendalian &

Pelaporan;

f. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arah an ,

dan penilaian kinerja bawahan;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait

dengan bidang tugasnya;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasa160 ...
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Pasal60

Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (4) huruf a, mempunyai tugas

Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis

kegiatan Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah.

Pasal61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

60, Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan program kegiatan Pengkajian Pembangunan

Daerah;

b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan

Pengkajian Pembangunan Daerah;

c. penyiapan bahan kegiatan Pengkajian Pembangunan Daerah.

Pasal62

Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah mempunyai Uraian

Tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja dan program Sub Bidang Pengkajian

Pembangunan Daerah;

b. membuat konsep teknis perencanaan tentang perencanaan

jangka panjang (RPJPD), perencanaan Jangka menengah

daerah (RPJMD), dan rencana kerja Pemerintah daerah (RKPD)

Bidang SDM, Pemerintahan & Aparatur Bidang Ekonomi

Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup;

c. menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RKPD

Perubahan, KUA-PPAS,dan KUPA-PPASPerubahan;

d. menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan kegiatan

pengkajian pembangunan daerah tahunan;

e. mengumpulkan permasalahan-permasalahan Bidang
Pengkajian Pembangunan Daerah;

f. Melakukan ...
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f. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait

dengan bidang tugasnya;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal63

Sub Bidang Pendataan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (4) huruf b,

mempunyai tugas Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan

pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Pendataan & Pengendalian

Pembangunan Daerah.

Pasal64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

63, Sub Bidang Pendataan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan program kegiatan Pendataan & Pengendalian

Pembangunan Daerah;

b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan

Pendataan & Pengendalian Pembangunan Daerah;

c. penyiapan bahan kegiatan Pendataan & Pengendalian

Pembangunan Daerah.

Pasal65

Sub Bidang Pendataan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. membuat konsep teknis tentang pendataan, pengendalian,

evaluasi dan monitoring;

b. melaksanakan kegiatan pendataan & pengendalian
pembangunan daerah;

c. Menyusun ...



-35-

c. menyusun laporan pendataan, pengendalian, evaluasi dan

monitoring sebagai pengendalian pembangunan daerah;

d. mengumpulkan permasalahan-permasalahan bidang

pendataan & pengendalian pembangunan daerah;

e. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait

dengan bidang tugasnya;

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal66

Sub Bidang Pelaporan Pembangunan Daerah, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (4) huruf c,mempunyai tugas

melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis

kegiatan sub. Bidang Pelaporan Pembangunan Daerah.

Pasal67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

66, Sub Bidang Pelaporan Pembangunan Daerah

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan program kegiatan Pelaporan Pembangunan
Daerah;

b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan

Pelaporan Pembangunan Daerah;

c. penyiapan bahan kegiatan Pelaporan Pembangunan Daerah.

Pasal68

Sub Bidang Pelaporan Pembangunan Daerah mempunyai Uraian
Tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja dan program sub bidang pelaporan

pembangunan daerah;

b. Menyusun ...
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b. menyusun laporan pertanggungjawaban kepala daerah,

laporan kinerja instansi pemerintah, pelaporan pembangunan

daerah;

c. menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan kegiatan

pelaporan pembangunan daerah;

d. mengumpulkan permasalahan-permasalahan Bidang

Pelaporan Pembangunan Daerah;

e. mengumpulkan permasalahan-permasalahan

pelaporan pembangunan daerah;

f. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait

bidang

dengan bidang tugasnya;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal69

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai

dengan keahlian dan /atau keterampilan tertentu serta bersifat

mandiri.

Pasal 70

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada

Pasal 69, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai

sifat dan keahliannya;

(2) Setiap ...
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(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang

berlaku.

Pasal 71

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IPeraturan Bupati ini.

BABV

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 72

Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, terdiri
dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan

Kependudukan,terdiri dari:

1. Sub BidangPenyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;

2. Sub Bidang Data dan Pengkajian; dan

3. Sub Bidang Sosial, Budaya dan Kependudukan.

d. Bidang ...
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d. Bidang Ekonorni dan Pembangunan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Ekonomi;

2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan LingkunganHidup;

3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.

e. Bidang Inovasi dan Teknologi.terdiri dari:

1. Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;

2. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan

3. Sub BidangDiserninasi Kelitbangan.

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

g. Kelompok Jabtan Fungsional.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 73

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas

menyelenggarakan fungsi kelitbangan yang memiliki tugas

menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian,

penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan

serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 73,

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan juga

menyelenggarakan fungsi:

a. penetapan kebijakan teknis bidang penelitian dan

pengembangan sesuai dengan rencana pembangunan daerah

yang ditetapkan pemerintah daerah;

b. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan

pengendalian kebijakan teknis bidang pemerintahan,

pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan;

c. Perencanaan ...
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c. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan

pengendalian kebijakan teknis bidang ekonomi dan

pembangunan;

d. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan

pengendalian kebijakan teknis bidang inovasi dan teknologi;

e. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan badan;

f. penetapan evaluasi dan laporan;

g. pembinaan jabatan fungsional keahlian dan tenaga lainnya.

Pasal 75

Kepala BadanPenelitian dan Pengembangan mempunyai Uraian

Tugas sebagai beriku t:

a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan

pemerintahan kabupaten kutai timur;

b. melaksanakan kelitbangan di Pemerintahan Kabupaten Kutai

Timur;

c. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur;

d. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;

e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas

pelaksanaan kelitbangan;

f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

kelitbangan di Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur;

g. memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis

hasil kelitbangan di Kabupaten Kutai Timur;

h. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada

bupati dan Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Timur.

1. melaksanakan administrasi kelitbangan;

J. mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan

penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin

penelitian oleh instansi yang berwenang;

k. Mengeluarkan '"
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k. mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing

untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang

berwenang;

1. meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh

warga negara asing;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf2

Sekretariat

Pasal 76

(1) Sekretariat sebagaimana dirnaksud mempunyai tugas pokok

merumuskan dan melaksanakan kebijakan,

mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan

kegiatan lingkup sekretariat;

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan;

(3) Sekretariat membawahkan Sub Bagian yang dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab langsung pada

Sekretaris;

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. Sub Bagian PerencanaanProgram dan Keuangan; dan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasa177

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 76

ayat (1), Sekretariatjuga mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan lingkup

sekretariat;

b. perumusan kebijakan lingkup sekretariat;

c. pelaksanaan koordinasi kegiatan lingkup sekretariat;

d. Perumusan ...
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d. perumusan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan,

pengendalian dan pengaturan teknis sub bagian program dan

kerjasama;
e. perumusan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan,

pengendalian dan pengaturan teknis sub bagian umum,

kepegawaian dan keuangan;

f. pelaporan dan evaluasi lingkup secretariat.

Pasal 78

Seketaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program, dan

kegiatan sekretariatsebagai pedoman dan acuan kerja;

b. membina, membimbing, dan mengendalikan program kegiatan

sekretariat;

c. mengoordinasikan penyusunan program kerja, anggaran, dan

laporan program/ kegiatan badan;

d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategisdan rencana

kerja badan;

e. mengoordinasikan penyiapan bahan rencana kegiatan dan

penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran

badan;

f. menyusun pedoman dan menyelenggarakan monitoring dan

laporan kinerja badan;

g. mensinkronisasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan

tugas bidang- bidang;

h. mengoodinasikan penghimpunan, pengelolaan dan penyajian

data/Informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas

Badan;

i. merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi administrasi

umum, perlengkapan, dokumentasi, pengarsipan,

kepegawaian, dan keuangan;

J. mengendalikan pengelolaan keuangan Bada;

k. memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi

dalam lingkungan Badan;

l. Menggordinasikan ...
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1. mengoordinasikan penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan,

dan inventarisasi barang milik daerah;

m. melaksanakan pembinaan dan koordinasi hubungan

kemasyarakatan dan urusan keprotokolan badan;

n. memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait,

kabupaten Zkota, instan si vertikal serta pihak ketiga

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

untuk keberhasilan program kerja;

o. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan

teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan lingkup tugas sekretariat;

p. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

sekretaris;

q. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

r. memberikan saran dan pertirobangan kepada Kepala Badan

terkait dengan bidang tugasnya;

s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 79

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (4) huruf a, mempunyai tugas

Mengoordinasikan, menyusun dan melaksanakan administrasi

rencana program dan kegiatan, evaluasi, dan pelaporan, serta

Keuangan Badan.

Pasa180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 79,

Sub Bagian Perencanaan Program dan keuangan

menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kerja Badan;

b. Pengumpulan ...



-43-

b. Pengumpulan bahan dan penyusunan evaluasi, monitoring,

dan pengendalian program /kegiatan Badan;

c. Penyajian data/inforrnasi yang berkaitan dengan pelaksanaan

programj'kegiatan Badan;

d. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan

prograrrr/kegiatan Badan;

e. Pengkoordinasian kerjasama dengan lembaga terkait;

f. Penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program kegiatan

keuangan;

g. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan

keuangan;

h. Penyiapan bahan kegiatan keuangan;

1. Pelaporan dan evaluasi kegiatan keuangan.

Pasa181

Sub Bagian PerencanaanProgram dan Keuangan mempunyai

Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian program

dan keuangan;

b. Menghimpun dan mengolah data rencana kerja

program/kegiatan badan, masing-masing bidang, sub bagian,

dan sub bidang;

c. Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan penyusunan

Rencana Strategis (Renstra], Rencana Kerja (Renja), Rencana

Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA);

d. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan rencana program

dan keuangan;

e. Menyiapkan bahan evaluasi, monitoring, dan pengendalian

pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan Badan;

f. Menyiapkan laporan progress kegiatan Badan;

g. Menyiapkan ...
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g. Menyiapkan bahan kerjasarna dan konsultasijkoordinasi

dengan lembaga terkait;

h. Mengumpulkan datajinformasi yang berkaitan dengan

pelaksanaan programjkegiatan Badan;

1. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan tahunan kegiatan,

LAKIPjLKjIP,dan laporan pelaksanaan Badan;

J. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,

dan kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

lainnya;

k. Melaksanakan penatausahaan akuntansi dan administrasi

keuangan Badan;

1. Menyiapkan rencana anggaran Badan;

m. Menyiapkan laporan penggunaan anggaran Badan dalam

bentuk Buku Kas Umum (BKU),jurnal pengeluaran rugijlaba,

buku bank, buku besar, dan buku pajak;

n. Membuat berita acara pemeriksaan BKU;

o. Menyiapkan dan memproses dokumen pencairan anggaran

kegiatan Badan dan pembayaran gaji, insentif, honor, serta

uang makan pegawai;

p. Membuat laporan keuangan secara berkala, pembukuan,

perhitungan anggaran dan verifikasi laporan keuangan serta

perbendaharaan;

q. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan

anggaran Badan serta bahan koordinasi keuangan lainnya

kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten;

r. Memeriksa kelengkapan berkas pertanggungjawaban

penggunaan anggaran Badan;

s. Menyiapkan bah an serta memberikan pelayanan dalam rangka

pemeriksaan keuangan;

t. Menyelenggarakan perbendaharaan keuangan, pembukuan

keuangan, verifikasi, dan perhitungan anggaran keuangan

Badan;

u. Melakukan .. ,
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u. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

v. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dan

atau Kepala Badan terkait dengan bidang tugasnya;

w. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 82

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dirnaksud dalam

Pasal 76 ayat (4) huruf b, mempunyai tugasmengelola Mengelola

administrasi umum dan kepegawaian serta tugas umum lainnya.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

82, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan,

urusan rumah tangga Badan, dan pengelolaan administrasi

kepegawaian;

b. Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji

berkala;

c. Penyiapan bahan usulan pengembangan SDM;

d. Penyiapan bahan penyusunan rencana

perlengkapan Badan;

e. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan perlengkapan,

kebutuhan

pemeliharaan, dan inventarisasi;

f. Pelaksanaan koordinasi urusan keprotokolan dan urusan

umum lainnya dengan pihak terkait;

g. Penyiapan bahan informasi tentang bidang tugas umum dan

kepegawaian.

Pasal84 ...
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Pasal84

Sub bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian.

b. menyelenggarakan urusan surat-rnenyurat dan ketataarsipan

badan.

c. mengumpulkan dan mengelola data dan informasi

kepegawaian.

d. menyiapkan bahan usulan kenaikan pan gkat , kenaikan gaji

berkala, mutasi, kartu pegawai, karisj karsu.

e. menyusun rencana kebutuhan pegawai, pengembangan

pegawai, kepangkatan, hak, dan kewajiban pegawai.

f. menyiapkan bahan dan memproses usulan pendidikan dan

pelatihan, kursus, dan ujian badan.

g. melaksanakan penyusunan dan pengadaan kebutuhan badan

serta menyalurkannya ke unit-unit untuk keperluan

operasional badan sesuai dengan standarisasi.

h. menyelenggarakan pengelolaan data barang inventaris.

i. menyiapkan bahan dan menyusun kartu inventaris barang,

kartu mutasi barang, dan surat peminjamanjpemakaian

barang inventaris.

J. menyiapkan bahan usulan penghapusan barang inventaris.

k. menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan badan.

1. mengelola perpustakaan badan.

m. menyiapkan bahan yang berhubungan dengan perjalanan

dinas pegawai.

n. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan badan.

o. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan.

p. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

sub bagian umum dan kepegawaian.

q. Melakukan ...



-47-

q. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan.

r. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris dan

atau kepala badan terkait dengan bidang tugasnya.

s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal85

(1) Dalam menyelenggarakan tupoksinya, kepala Sub Bagian

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh

beberapa orang pegawai non strutkural dan atau pejabat

fungsional, yang merupakan unsur pelaksana operasional

pelayanan administratif Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan.

(2) Pegawai non struktural dan pejabat fungsional sebagaimana

dimaksud Ayat (1), dalam melaksanakan tupoksinya

berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Sub Bagian masing-masing.

Paragraf 3

Bidang Pemerintahan , Pengkajian Peraturan, Sosial dan

Kependudukan

Pasal86

(2) Bidang ...

(1) Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan

Kependudukan mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan

mengendalikan program dan kegiatan lingkup bidang

pemerintahan, pengkajian peratu ran , sosial dan

kependudukan.
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(2) Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan

Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada

di bawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan.

(3) Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan

Kependudukan membawahkan Sub Bidang yang dipimpin oleh

Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab langsung pada

Kepala Bidang.

(4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;

b. Sub Bidang Data dan Pengkajian;

c. Sub Bidang Sosial, Budaya dan Kependudukan.

Pasal 87

Untukmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat

(1), Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan

Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan

anggaran penelitian dan pengembangan di bidang

pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial dan

kependudukan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

di bidang pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial dan

kependudukan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang

pemerintahan, pengkajian

kependudukan;

d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

peJaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang

peraturan, sosial dan

pemerintahan, pengkajian

kependudukan;

peraturan, sosial dan

e. Penyiapan ...
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e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang

pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial dan

kependudukan;

f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta

pelaksanaan pengkajian peraturan;

g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara

asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang

berwenang;dan

h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Pasal88

Bidang Pernerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan

Kependudukan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan

program kelitbangan di daerah bidang pemerintahan,

pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan;

b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah

bidang pernerintahan, pengkajian peraturan, sosial dan

kependudukan;

c. memberikan petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan

kebijakan yang akan disampaikan kepada bupati dan

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan kabupaten Kutai

Timur;

d. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kegiatan

penelitian dan pengembangan di daerah bidang pemerintahan,

pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan;

e. membina penyusunan pedoman, analisis kebutuhan,

penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan

kegiatan kelitbangan bidang pemerintahan, pengkajian

peraturan, sosial dan kependudukan;

f. Mengoordinasikan ...
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f. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

program dan kegiatan kelitbangan bidang pemerintahan,

pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan;

g. membina pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan

pemerintah Daerah bidang pemerintahan, pengkajian

peraturan, sosial dan kependudukan;

h. mengoordinasikan pelaksanaan penguatan kelembagaan,

ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta

sumber daya manusia kelitbangan;

1. mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti

dan perekayasa;

J. mengarahkan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan

melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan,

pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan organisasi;

k. merumuskan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada

Bupati dan opd di lingkungan kabupaten kutai timur;

1. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan kelitbangan

(penelitian,

perekayasaan

yang berlaku;

m. mengoordinasikan optimalisasi

kegiatan kelitbangan dengan

pengembangan lainnya, balk

pengkajian, penerapan, pengembangan,

dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan

jejaring atau kerjasama

institusi penelitian dan

dengan lembaga litbang

pemerintah maupun dengan lembaga litbang swasta;

n. mengoordinasikan penyelenggaraan diseminasi hasil

kelitbangan di daerah;

o. melakukan pembagian tugas, pernbinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala badan

terkait dengan bidang tugasnya; dan

q. Melakukan ...
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q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal89

Sub Bidang Penyelenggaraan Pernerintahan, Pemerintahan Desa

dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 86 Ayat (4) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan

menyiapkan bahan serta melaksanakan kegiatan Sub Bidang

Penyelenggaraan Pernerintahan, Pemerintahan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

89, Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan

kelitbangan sub bidang penyelenggaraan pemerintahan,

pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;

b. pelaksanaan fasilitasi kelitbangan sub bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pemerintahan desa dan pemberdayaan

masyarakat;

c. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kelitbangan sub bidang

penyelenggaraan; dan

d. pemerintahan, pemerintahan desa dan pemberdayaan

masyarakat.

Pasal91

Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan Desa

dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Uraian Tugas sebagai

berikut:

a. Melakukan ...
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a. melakukan pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan

sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

b. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

kelitbangan;

c. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk

dan prosedur kerjasama kelitbangan;

d. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan

melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leafflet, buklet),

media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media

pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan

lain-lain;

e. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja

kelitbangan sesuai bidang tugasnya;

f. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan

kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian

dan pengembangan sesuai bidang tugasnya;

h. melakukan perencanaan upaya peningkatan kapasitas tenaga

kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi,

pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan organisasi;

1. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan,

penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan

kegiatan kelitbangan;

J. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan

kelitbangan sesuai bidang tugasnya;

k. melakukan perencanaan optimalisasi pendayagunaan pejabat

fungsional peneliti dan perekayasa;

1. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian,

pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan

pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

n. Menyusun ...
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m. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati

dan OPD eli lingkungan Kabupaten Kutai Timur;

n. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala badan

terkait dengan bidang tugasnya; dan

p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal92

Sub BidangData dan Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 86 Ayat (4) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan

menyiapkan bahan serta melaksanakan kegiatan sub bidang data

dan pengkajian peraturan.

Pasal93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

92, Sub Bidang Data dan Pengkajian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan tugas melakukan pengelolaan data kelitbangan

dan peraturan;

b. penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana

penetapan peraturan baru danl atau evaluasi terhadap

pelaksanaan peraturan;

c. fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan

pengkajian peraturan;

d. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara

asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang

berwenang.

Pasal94 ...
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Pasal94

Sub BidangData dan Pengkajian mempunyai Uraian Tugas sebagai

berikut:

a. melakukan penyusunan dan./ atau pembaharuan produk

hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan

kelitbangan;

b. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

kelitbangan;

c. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk

dan prosedur kerjasarna kelitbangan.

d. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan

melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leafflet, buklet),

media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media

pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan

lain-lain;

h. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja

kelitbangan sesuai bidang tugasnya;

1. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan

Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian

dan pengembangan sesuai bidang tugasnya;

k. melakukan perencanaan upaya peningkatan kapasitas tenaga

kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi,

pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan organisasi;

l. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan,

penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan

kegiatan kelitbangan;

m. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan

kelitbangan sesuai bidang tugasnya;

n. melakukan perencanaan optimalisasi pendayagunaan pejabat

fungsional peneliti dan perekayasa;

o. Menyusun ...
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o. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian,

pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan

pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

p. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati

dan OPD di lingkungan Kabupaten Kutai Timur;

q. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

r. memberikan saran dan pertim bangan kepada Kepala Badan

terkait dengan bidang tugasnya; dan

s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal95

Sub Bidang Sosial, Budaya dan Kependudukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (4) huruf c, mempunyai tugas

mengumpulkan dan menyiapkan bahan serta melaksanakan

kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

95, Sub Bidang Sosial, Budaya dan Kependudukan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan penelitian

dan pengembangan di Bidang Sosial Budaya Dan

Kependudukan, meliputi aspek-aspek sosial , pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan,

kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;

b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan

di Bidang Sosial Budaya Dan Kependudukan, meliputi aspek-

aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga,

dan pariwisata; dan

c. Evaluasi ...
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c. evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan

di Bidang Sosial Budaya Dan Kependudukan, meliputi aspek-

aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga,

dan pariwisata.

Pasal97

Sub Bidang Sosial, Budaya dan Kependudukan mempunyai Uraian

Tugas sebagai beriku t:

a. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

kelitbangan;

b. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan

melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leafflet, buklet),

media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media

pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan

lain-lain;

c. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja

kelitbangan sesuai bidang tugasnya;

d. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan

kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian

dan pengembangan sesuai bidang tugasnya;

f. melakukan perencanaan upaya peningkatan kapasitas tenaga

kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi,

pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan organisasi;

g. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan,

penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan

kegiatan kelitbangan;

h. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan

kelitbangan sesuai bidang tugasnya;

1. melakukan perencanaan optimalisasi pendayagunaan pejabat

fungsional peneliti dan perekayasa;

j. Menyusun ...
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J. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian,

pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan

pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati

dan OPD di lingkungan Kabupaten Kutai Timur;

1. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

m. memberikan saran dan pertirobangan kepada Kepala Badan

terkait dengan bidang tugasnya; dan

n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 4

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal98

(1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan,

mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan

kegiatan lingkup bidang ekonomi dan pembangunan.

(2) Bidang Ekonomi dan Pembangunandipimpin oleh Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

pada Kepala BadanPenelitian dan Pengembangan.

(3) Bidang Ekonomi dan Pembangunanmembawahkan Sub Bidang

yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab

langsung pada Kepala Bidang.

(4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. Sub BidangEkonomi;

b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

dan

c. Sub '"
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c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.

Pasal99

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal98

ayat (1), Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan

anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan

pembangunan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

di bidang ekonomi dan pembangunan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang

ekonomi dan pembangunan;

d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi

dan pembangunan;

e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang

ekonomi dan pembangunan; dan

f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Pasal 100

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Uraian Tugas

sebagai berikut:

a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan

program kelitbangan di daerah bidang ekonomi dan

pembangunan;

b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah

bidang ekonomi dan pembangunan;

c. memberikan petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan

kebijakan yang akan disampaikan kepada bupati dan opd

di lingkungan kabupaten kutai timur;

d. Mengoordinasikan ...
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d. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kegiatan

penelitian dan pengembangan di daerah bidang ekonomi dan

pembangunan;

e. membina penyusunan pedoman, analisis kebutuhan,

penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan

kegiatan kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan;

f. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

program dan kegiatan kelitbangan bidang ekonomi dan

pembangunan;

g. membina pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan

pemerintah daerah bidang ekonomi dan pembangunan;

h. mengoordinasikan pelaksanaan penguatan kelembagaan,

ketatalaksanaan, pembiayaan, saran a dan prasarana serta

sumber daya manusia kelitbangan;

i. mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti

dan perekayasa;

J. mengarahkan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan

melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan,

pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan organisasi;

k. merumuskan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada

Bupati dan OPD di lingkungan Kabupaten Kutai Timur;

1. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan kelitbangan

(penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan,

perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

m. mengoordinasikan optimalisasi jejaring atau keIjasama

kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan

pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang

pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;

n. mengoordinasikan penyelenggaraan diseminasi

kelitbangan di Daerah;

hasil

o. Melakukan ...
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o. rnelakukan pernbagian tugas, pernbinaan, rnotivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

p. mernberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan

terkait dengan bidang tugasnya; dan

q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 101

Sub Bidang Ekonorni sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 98 ayat

(4) huruf a, rnempunyai tugas mengurnpulkan dan menyiapkan

bahan serta melaksanakan kegiatan Sub Bidang Ekonomi.

Pasal 102

Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalarn Pasal

101, Sub Bidang Ekonomi rnenyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan peneIitian

dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek

penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah

perindustrian, perdagangan, dan badan usaha milik daerah;

b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan

di bidang ekonorni, meliputi aspek-aspekpenanarnan modal,

koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian,

perdagangan, dan badan usaha milik daerah;

c. evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan

di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanarnan modal,

koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian,

perdagangan, dan badan usaha Milik Daerah.

Pasal 103

Sub Bidang Ekonorni mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan ...
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a. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

kelitbangan;

b. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka

pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan

barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis;

c. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk

dan prosedur kerjasama kelitbangan;

d. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan

melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leafflet, buklet),

media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi], media

pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan

lain-lain;

e. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja

kelitbangan sesuai bidang tugasnya;

f. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan

kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian

dan pengembangan sesuai bidang tugasnya;

h. melakukan perencanaan upaya peningkatan kapasitas tenaga

kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi,

pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan organisasi;

i. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan,

penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan

kegiatan kelitbangan;

J. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan

kelitbangan sesuai bidang tugasnya;

k. melakukan perencanaan optimalisasi pendayagunaan pejabat

fungsional peneliti dan perekayasa;

l. Menyusun ...
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b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan

di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi

aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan,

energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup,

kehutanan, dan perkebunan;

c. evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan

di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi

aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan,

energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup,

kehutanan, dan perkebunan.

Pasall06

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai

Uraian Tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

kelitbangan;

b. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk

dan prosedur kerjasama kelitbangan;

c. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan

melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leafflet, buklet),

media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media

pertemuan ilrniah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan

lain-lain;

d. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja

kelitbangan sesuai bidang tugasnya;

e. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan

Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian

dan pengembangan sesuai bidang tugasnya;

g. melakukan perencanaan upaya peningkatan kapasitas tenaga

kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi,

pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan organisasi;

h. Membuat ...
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h. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan,

penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan

kegiatan kelitbangan;

1. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan

kelitbangan sesuai bidang tugasnya;

j. melakukan perencanaan optimalisasi pendayagunaan pejabat

fungsional peneliti dan perekayasa;

k. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian,

pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan

pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

1. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati

dan OPD di lingkungan Kabupaten Kutai Timur;

m. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, araban,

dan penilaian kinerja bawahan;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala badan

terkait dengan bidang tugasnya; dan

o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Pasa1107

Sub Bidang Pengembangan Wilayab, Fisik dan Prasarana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) huruf c,

mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan serta

melaksanakan kegiatan sub bidang pengembangan wilayah, fisik

dan prasarana.

Pasal108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

107, Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan ...
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a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan penelitian

dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan

prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum,

perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman,

penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan

informatika;

b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan

di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi

aspek-aspek pekerjaan umurn, perhubungan, perumahan dan

kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta

komunikasi dan informatika; dan

c. evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan

di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi

aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan

kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta

komunikasi dan informatika.

Pasal109

Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana

mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

kelitbangan;

b. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk

dan prosedur kerjasama kelitbangan;

c. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan

melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leafflet, buklet),

media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media

pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan

lain-lain;

d. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja

kelitbangan sesuai bidang tugasnya;

e. Merencanakan ...
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e. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan

Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian

dan pengembangan sesuai bidang tugasnya;

g. melakukan perencanaan upaya peningkatan kapasitas tenaga

kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi,

pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan organisasi;

h. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan,

penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan

kegiatan kelitbangan;

1. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan

kelitbangan sesuai bidang tugasnya;

J. melakukan perencanaan optimalisasi pendayagunaan pejabat

fungsional peneliti dan perekayasa;

k. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian,

pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan

pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

1. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati

dan OPD di lingkungan Kabupaten Kutai Timur;

m. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan,

dan penilaian kinerja bawahan;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan

terkait dengan bidang tugasnya; dan

o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 5 ...
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